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ABSTRAK 
Tujuan survei adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa saja perlindungan hukum bagi tenaga honorer 

tertentu berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003? Penelitian hukum yang dilakukan melalui 

penelitian bahan kepustakaan kadang disebut penelitian hukum preskriptif atau penelitian hukum kepustakaan. 

Penelitian sastra merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Penelitian hukum 

normatif atau pendidikan adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data. Kedudukan PWKT dalam 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga merinci tentang hubungan kerja waktu tertentu, yaitu 

hubungan kerja waktu tertentu (PKWT). Pada prinsipnya, kontrak kerja waktu tertentu dapat dibuat berdasarkan 

ketentuan Pasal 56(2) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Atau selesaikan tugas tertentu. Menurut ketentuan 

Undang-undang Ketenagakerjaan, ada dua jenis kontrak kerja yang diatur oleh undang-undang: PKWTT dan 

PKWT. PKWT sendiri sesuai dengan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah perjanjian 

tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ada aspek yang tidak teratur dalam pelaksanaan 

TPK ini, dan karena kekurangan tenaga kerja dan meluasnya penggunaan, masih banyak perusahaan yang tidak 

membuat kontrak kerja tertulis, atau tidak menyiapkannya dan membuat kontrak kerja lisan. Kita tidak bisa 

menyangkal hal itu. Berdasarkan kepercayaan. Posisi PWKT juga didukung oleh PP No. 35 Tahun 2021, 

Peraturan tentang Pengaturan Waktu Kerja Tetap, Outsourcing, Jam Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja, di mana Peraturan menyediakan karyawan atau pemberi kerja dengan aturan dan mekanisme 

terkait dibahas . 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, UU Nomor 13 Tahun 2003 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the research is to find out the Rights and Obligations of Workers and Entrepreneurs based on Law 

Number 13 of 2003 concerning Manpower. How is the legal protection for Certain Time Workers based on Law 

Number 13 of 2003 concerning Manpower. 

Legal research conducted by researching library materials can be called normative legal research or library 

law research. Literature study is a single method used in normative research. Normative legal research or 

doctrinal legal research is legal research that uses data sources. 

The position of PWKT based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower also regulates in detail the 

employment relationship for a certain time, namely the employment relationship based on a work agreement for 

a certain time (PKWT). Basically, a work agreement for a certain time can be based on the provisions of Article 

56 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which contains a certain period of time; or the 

completion of a particular job. In accordance with the provisions of the Labor Law, there are two types of work 

agreements regulated in the Law, namely PKWTT and PKWT. PKWT itself is regulated in Article 57 of the 

Manpower Act, namely an agreement made in writing and made using Indonesian and Latin letters. This PKWT 

has experienced irregularities in its implementation and it cannot be denied that there are still many companies 

that do not or have not made a written work agreement due to the inability of human resources or because of the 

prevalence so that on the basis of trust they make a work agreement orally. The position of PWKT is also 

supported by PP Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working 

Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations which in the Regulation has discussed the rules 

and mechanisms regarding Workers or Employers. 
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